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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupali Jembrana
Nomor 42 Tahun 2019 tentang Dafitar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa,

3%
1

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-daerah
Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321},
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5. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037},

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat &
Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4),

7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Dallar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Dacrah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
dan
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemcrintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul. dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihorman dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2 Pemenintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan dan
kepentingan masyarakat setempal dalam sistem pemenntahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbeked
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4, Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa.
kewenangan yang ditugaskan olech Pemenmtah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemenntah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan scbagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daecrah
Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa,
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7. Penugasan adalah pembenan tugas darni Pemerintah, Pemerimah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Dacrah Kabupaten kepada Desa dalam
melaksanakan scbagian pelaksanaan wrusan pemerintahan konkuren,
pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan

&  Aset Desa adalah barang milik Desa vang berasal dan kekavaan ashi Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya
vang sah.

9. Badan Usaha Milik Desa, sclanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan
usaha yang scluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat [Desa.

10. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak.

I1. Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnya disingkat BPD atau vang
discbut dengan nama lain adalah lembaga vang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggolanva merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masvarakat vang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yvang bersifat strategis,

|3, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Perberkel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

4. Pemberdayaan Masvarakat Desa  adalah  upaya mengembangkan
kemandirian dan kescjahteraan masyarakat dengan memngkatkan
pengetahuan, sikap, ketrampilan, penlaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalm penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan vang sesuai dengan esensi masalah dan
priortas kebutuhan masyarakat desa.

BAB 11
KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 2

(1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa,

(2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi
a jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua ... . 4



Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa
Paragraf |
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,

meliputi :

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
. kewenangan lokal berskala Desa;,
¢. kewenangan vang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten. dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan olech Pemerintah, Pemerintah Dacrah
Provinsi, atau Pemeriniah Dacrah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

Paragraf 2
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdin dari :

a.  sistem organisasi masyarakat adat,
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
¢. pembinaan lembaga dan hukum adat,
d.  pengelolaan tanah kas Desa; dan
¢. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.
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Pasal 5

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3
huruf b, paling sedikit terdiri dari :

pengelolaan tambatan perahu;

pengelolaan pasar Desa;

pengelolaan tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal,

pembuatan MCK pada rumah tangga miskin,

pengelolaan jaringan ngasi;

pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan

terpadu melalui

1.

lavanan gizi untuk balita;

pemeriksaan 1bu hamil,

pemberian makanan tambahan;
penyuluhan keschatan;

gerakan hidup bersih dan sehat;
penimbangan bayi, dan

gerakan sehat untuk lanjut usia.

h pengembangan ... 4'-
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pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

pembuatan, pemeliharaan dan pengelolaan embung Desa;

pembuatan dan pemeliharaan embung irigasi tersier,

pembangunan, pemeliharsan dan pengelolaan air minum dan air
bersih berskala Desa;

m. pembuatan jalan Desa jalan usaha tani;

REENY K=
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REB B

Pembuatan dan pemeliharaan jembatan desa:
pembuatan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga
Desa lainnya,
pembuatan dan pemeliharaan taman Desa;
pembuatan dan pemeliharaan pemeliharaan saluran pembuangan air
limbah dan drainase Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan Tempai Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala
Desa;
pembangunan sanitasi berbasis masyarakat,
pembangunan rumah karena bencana:
pemugaran rumah tidak layak hum untuk RTM dan masyarakal
berpenghasilan rendah;,
pembangunan dan pengembangan sarana produksi tingkat Desa;
pembangunan dan pemeliharaan kantor Perbekel, kantor kelihan
dinas dan balar masyarakat.
penetapan dan penegasan batas Banjar;
pengtapan dan pengembangan pola tata ruang Desa;
pemberian 1zin hak pengelolaan atas tanzh Desa;
pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa,
pendataan penduduk vang bekera pada sektor pertanian dan sektor
non pertanian;
pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan
kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang
bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status
pekerjaan;
pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa,
perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI),
penyebarluasan bursa tenaga kerja;
penyelenggaraan pelatihan tenaga kenja;
pembentukan organisasi Pemerintah Desa,
pelaksanaan pemilihan Merbekel.
penvelengearaan, pengisian, penclapan dan pemberhentian perangkat
Desa;
pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
penetapan BUM Desa;
penctapan Lembaga Kemasyarakatan;
penetapan Peraturan Desa;
penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan atau pihak
ketiga,

ss.pendataan ... 4
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ss. pendataan potensi Desa dan penyusunan profil Desa;

tt. sosiahisasi berbagai peraturan tingkat Desa;

uu penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

vv. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

ww. pendataan penduduk miskin;

xx penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan
Pertanggungjawaban APB Desa,

yy. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;

zz. pengelolaan keuangan Desa;

aaa. pengelolaan pungutan Desa;
bbb. penetapan dan pengelolaan aset-aset Desa;

cec. fasilitasi  dan  pengembangan sistem  manajemen  informasi
pengelolaan keuangan Desa,

ddd. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat,
ece, pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan,

fif. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

gez pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar
Desa;

hhh pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa,

iii. pengadaan bahan/media informasi Desa (surat kabar, majalah, tabloid
dan lain-lain),

15i. pengelolaan arsip Desa;

kkk. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;

Il. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti ; kejadian bencana,
konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan
kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;

mmm. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;

nnn. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa,

o0o. pembiayaan perlindungan masvarakat (L inmas),

ppp. pengelolaan data dan informasi bencana skala Desa;

qqq. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan
pendataan dan penamaan unsur rupa bumi.

. pembangunan dan pengembangan pos keschatan Desa dan Polindes;
pengeloiaan dan pembinaan Posyandu melalui:

1. layanan giz1 untuk balita;
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penimbangan bayi; dan
gerakan sehal untuk lanjut usia.
uuu. pembinaan dan pengawasan upaya keschatan tradisional,
yvv. pemantauan, pencegahan, reabilitasi penyalahgunaan narkotika dan
zat adiktif di Desa;
www. pengelolaan dana sehat tingkat Desa;
xxx. pengelolaan kegiatan taman obat keluarga (TOGA),
yyy. pengadaan sarana keschatan tingkat Desa;
zzz. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
agaa. pembentukan dan penguatan kelompok peduli ATDS tingkat Desa,
bbbb.pembinaan ...

2. pemeriksaan ibu hamil:

3. pemberian makanan tambahan,
4. penyuluhan kesehatan;

5. gerakan hidup bersih dan sehat.
6.

1

1




bbbb. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sanggar
belajar, sanggar seni budaya, kelompok bina keluarga balita (BKB)
holistik integratif;
cece. penyvelenggaraan pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat dan pendidikan non
formal;
dddd. pendataan pendidikan tingkat Desa,
eeee. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
fiif. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan
dan anak;
gegp fasilitasi pengurusan orang terlantar dan disabel;
hhhh. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
iill. pembenian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS);
Jil.  pendataan penvandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial,
kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat
Desa;
kkkk. pelaporan kekerasan dalam rumah tangga.
Ill.  pelaporan gerakan sayang ibu:
mmmm. pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat, pasar
senggol, pasar Desa dan kios Desa;
nnnn.  pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penctapan
cadangan pangan Desa,
0000, pembangunan dan pengelolaan energt mandin,
pppp. pendirian dan pengelolaan dan penguatan BUM Desa;
gqqq. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
rrrr. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan,
ssss, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
ttt. pengelolaan balai benih ikan;
uuuy, pengembangan usaha mikro berbasis Desa,
vvyy. pemasaran produk usaha mikro keeil;
wwww. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif,
xxxx. permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM]};
yyvy. penguatan kapasitas kelompok UKM;
zzzz. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
angaa  pengaluran pelaksanaan penanggulangan hama dan  penyakit
pertanian terpadu;
bbbbb, penctapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
penikanan;
cecee. pengembangan benih local;
ddddd. pengembangan termak secara koleknif]
geeee. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengelolaan hasil
pertanian;
1Tiff, pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
gegge. pengembangan kelembagaan petani lokal,
hhhhh.  pemasyarakatan pupuk organik;
1. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dan kebun bibit
Desa;
1l pelestarian. .. {-
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. pelestanan kebun bibit Desa; dan
kkkkk. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan
pariwisata kabupaten
L pembuatan terasering;
mmmmm. pemeliharaan hutan bakau;
nnnnn,  perlindungan terumbu karang,
00000,  perlindungan mata air;
ppppp.  pembersihan daerah aliran sungai (DAS);
qqqqq.  pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap
hingkungan hidup Desa;
TITIT, melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa.
$ssss.  pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilavah dan
masyarakat Desa;
Hdt, membina kerukunan warga masyarakat Desa;
uuvuu.  memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi
di  Desa:melestarikan  dan  mengembangkan gotong royong
masyarakat Desa,
vvwvv.  pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
wwwww. pelaksanaan pembinaan akseptor KB,
AXXXX. pengelolaan kelompok bina keluarga,
yyyyy.  pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
77777, pemingkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa;
aaaaaa.  fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
bbbbbb.  penyelenggaraan kompetisi oleh raga tingkat Desa.
ccecee.  pemingkatan  kelompok masyarakat melalw : kelompok tani,
kelompok nelayan, kelompok sem budava;
dddddd.  pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi  kader
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
eceece.  peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
iiiiid pendayagunaan TTG;
gggege.  pemingkatan Kapasitas mesyarakat melalw ;| Kader Pembangunan
Desa (KPD), kelompok usaha ekomomi produkiif, kelompok
perempuan, kelompok tani, kelompok  masyarakat miskin,
kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan

perlindungan anak, kelompok pemuda;
hhhhhh.  pembentukan dan penguatan KPD,
THT pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;
1 peningkatann Kapasitas Perangkal Desa;
kkkkkk.  pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
1. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal

untuk memberikan bantuan hukum kepada masvarakat Desa;
mmmmmm.  penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
nnnnnmn. monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;

000000, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan Pemenintah;
PPPRPP. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
schat;

9999qq.pembentukan ... 4
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qqqqqq- pembentukan kelompok-kelompok perhindungan anak Desa;

[ITTIT. pembentukan forum anak desa;

58548 pemberdayaan masyarakal berbasis gender;

tute. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
uuuuuy, pelaksanaan pengarustamaan gender tingkat Desa,

VWYY, pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,

vwwwwww,  pengelolaan obvek wisata milik Desa; dan
XXXXXX. fasilitasi pelaku usaha periwisata Desa.
(2) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

(1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemeriniah Daerah Kabupaten kepada Desa
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi:

a  penvelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

¢. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
d.  pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh
Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Bagian Ketiga
Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 7
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, antara lain:
a  merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat: dan
€. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Knteria kewenangan lokal berskala Desa dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

antara lain ;

4 sesual kepentingan masyarakat Desa,

b. telah dijalankan oleh Desa;

c. mampu dan efektf dijalankan oleh Desa.

d.  muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
€. program atau kegiatan sektor vang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 9

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemenntah, Pemernntah Daerah

Provinsi, atau Pemenntah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf ¢ antara lain:

a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
b.memperhatikan ...,
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b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;

c. pelayanan publik bagi masyarakat,

d. menmngkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemenntahan
Desa:

e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan

f. meningkatkan ketahanan sosial budava masyarakat,

Pasal 10

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemenntah Daerah Kabupaten sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
antara lain :

a. wrusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;

b. sesuai dengan prinsip efisiensi;

c. mempercepal penyelenggaraan pemerintahan; dan

d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BABIN
PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dan
daflar kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini
dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal,

(2) Memilih dan daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh
scluruh yang hadir dan diketahui oleh Perbeke/ dan Ketua Badan
Permusyvawaratan Desa.

(3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati
ini,

(4) Hasil memilith dari dafiar kewenangan desa oleh masing-masing Desa
disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

(5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4)
ditetapkan oleh Perbeke/ memadi Peraturan Desa setelah mendapat
kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

(6) Peraturan Desa sebagmmana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.

EAHW.....-{.
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BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Perbekel melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan
Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis
dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai
kebutuhan,

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan
penataan kewenangan Desa dan Desa Adat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), melalw:
a. fasilitasi dan koordinasi:
b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
c. monitoring dan evaluasi: dan
d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 14

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan
kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1). Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat

dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: dan

C. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABVI ... §
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulan berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun
2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana (Lembaran Desa
Pulukan Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa im dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan

Ditetapkan di Pulukan

Diundangkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,

Sl
PRIMA DESINTA RENGGANIS

LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020
NOMOR 4
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BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN
Nomor: 4 20

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka pada han ini -

Harn/Tanggal - Jumat 17 Januan 2020
Jam - 09.00 wita s/d selesai
Tempat - Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa,
BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daflar hadir.

A. Materi atan Topik
Rancangan Peraturan Desa tentang Dafiar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasum ber

Pemimpin musyvawarah . Suherman

Notulen - 1 Nengah Wina

Nara sumber - 1. 1 Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atay topik diatas selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Desa menyetyjui serta memutuskan beberapa hal vang berketctapan
menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

I Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Daflar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali,

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh langgungjawab agar dapat
dipergunakan schagaimana mestinya.




Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan
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BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuhbelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh vang bertanda
tangan dibawah ini:

1.

e

Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal int bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di
Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang
beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanj utnya disebut
PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa yang telah diajukan PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Dafiar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
sesual dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan vang
telah dilakukan;

PIHAK-KESATU
BADMQ‘FERM Syﬁwnﬂm AN DESA




KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK

Menmmbang

Mengingat

ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati

Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf  a  diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan:

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 1T dalam Wilayah Dacrah-daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor §539)
scbagaimana felah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 temtang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63211

4. Peraturan Pemerintah ... ..



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa
Adat di Bali (L.embaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4):

7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Dacrah Kabupaten Jembrana Tahun

2019 Nomor 45);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan .
KESATU ¢ Menyetujui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 temtang Daflar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa
KEDUA - Keputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

exhl 17 Januan 2020
BARAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

Bapak Bupati Jembrana di Negara

Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
Arsip.

o W -



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA
Alamat : JI. Ciung Wenara, Br. Arca, Desa Pulukan Kode desa 03.02

%

Pulukan, 30 Juni 2020

Nomor : 35 /BPD/PLK/6/2020 Kepada,
Lamp :1 (satu) Lembar Yth; LPM Desa Pulukan
Perihal : Musyawarah Desa Perangkat Desa
Tokoh Masvarakat
di-
Tempat

Dalam Rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pendapatan Asli Desa, maka dengan ini mohon kehadirannya nanti pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Juli 2020

Jam : 09.00 WITA - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terimakasih.

ey syawaratan Desa,
Yo Pulukan

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Pekutatan di Pekutatan
2. Perbekel Pulukan di Pulukan, mohon kehadiran

3. Arsip
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